1. Mengenal Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah aturan main yang mengatur bagaimana cara memperjuangkan
hak seseorang atau kelompok jika dilanggar oleh orang lain melalui jalur pengadilan. Berbeda
dengan hukum pidana yang mengurusi kejahatan (seperti pencurian atau pembunuhan), hukum
perdata fokus pada konflik antar-individu atau lembaga (seperti utang-piutang, warisan, atau
sengketa tanah).

Sumber hukum utama yang digunakan di peradilan Indonesia adalah HIR (Herziene Inlandsch
Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg (Rechtreglement voor de
Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

Tahapan Beracara di Pengadilan & Dasar Hukumnya
1. Pembuatan dan Pendaftaran Gugatan

Penjelasan Sederhana: Tahap awal di mana Anda (Penggugat) menulis surat tuntutan resmi
yang berisi kronologi masalah dan apa saja yang Anda minta ganti rugi kepada orang yang
merugikan Anda (Tergugat). Surat ini kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Dasar Hukum: Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg. Aturan ini menegaskan bahwa gugatan harus
didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pihak Tergugat (asas Actor Sequitur Forum
Rei).

Contoh: Budi meminjamkan uang Rp100 juta kepada Andi yang tinggal di Kota Bandung. Andi
tidak kunjung membayar sesuai janji. Budi harus membuat surat gugatan wanprestasi (ingkar
janji) dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Bandung (karena Andi tinggal di Bandung),
bukan di kota tempat tinggal Budi.

2. Pemanggilan Para Pihak dan Kewajiban Mediasi

Penjelasan Sederhana: Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan mengirimkan surat
panggilan resmi kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang ke sidang pertama. Di sidang
pertama ini, hakim tidak langsung memeriksa kasus, melainkan mewajibkan kedua pihak untuk
mengobrol damai didampingi seorang mediator.

Dasar Hukum: Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika tahap mediasi ini dilewati begitu saja oleh hakim,
maka putusan sidang bisa batal demi hukum.

Contoh: Hakim menunda sidang Budi dan Andi selama maksimal 30 hari agar mereka masuk
ke ruang mediasi. Jika di ruang mediasi Andi setuju mencicil utangnya dan Budi sepakat, maka
dibuat Akta Perdamaian dan kasus selesai tanpa perlu sidang panjang.

3. Proses Tanya Jawab (Jawab-Jinawab)

Penjelasan Sederhana: Jika mediasi gagal, barulah sidang formal dimulai. Ini adalah tahap
saling balas argumen secara tertulis di depan hakim.

e Jawaban: Tanggapan atau pembelaan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat.
¢ Replik: Tanggapan balik dari Penggugat untuk mematahkan jawaban Tergugat.
e Duplik: Jawaban terakhir dari Tergugat untuk mempertahankan pembelaannya.



Dasar Hukum: Pasal 121 dan Pasal 132 HIR.

Contoh: Andi (Tergugat) dalam Jawaban tertulisnya berkata: "Saya belum bayar karena Budi
belum menyerahkan sertifikat barang yang dijanjikan.” Budi membalas di dalam Replik:
"Sertifikat sudah saya kirim lewat kurir, ini buktinya." Andi membalas lagi di dalam Duplik:
"Kurir tersebut salah alamat dan barangnya kembali ke Budi."

4. Tahap Pembuktian (Kunci Kemenangan)

Penjelasan Sederhana: Ini adalah tahap paling krusial. Hakim tidak akan percaya begitu saja
pada cerita Penggugat atau Tergugat. Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia yang wajib
membuktikannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dasar Hukum: Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg / Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer). Ada 5 alat bukti yang sah secara berurutan:

1. Surat atau tulisan (bukti paling kuat dalam kasus perdata).

2. Kesaksian para saksi (orang yang melihat/mendengar langsung kejadian).
3. Persangkaan (kesimpulan yang ditarik hakim dari fakta yang ada).

4. Pengakuan (salah satu pihak mengakui kebenaran cerita pihak lawan).

5. Sumpah (dilakukan di atas kitab suci jika tidak ada bukti lain sama sekali).

Contoh: Budi membawa surat perjanjian di atas meterai yang ditandatangani Andi serta mutasi
rekening bank sebagai Bukti Surat. Budi juga membawa dua orang tetangga yang melihat saat
uang tersebut diserahkan sebagai Saksi.

5. Putusan Hakim

Penjelasan Sederhana: Setelah mempelajari semua argumen dan bukti, majelis hakim akan
membacakan keputusan akhir. Gugatan Anda bisa dikabulkan (Anda menang), ditolak (Anda
kalah karena bukti kurang), atau dinyatakan tidak dapat diterima/NO (gugatan cacat formal,
misalnya salah alamat atau salah menulis nama).

Dasar Hukum: Pasal 178 HIR / Pasal 189 RBg.

Contoh: Hakim membacakan putusan: "Mengadili, mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, dan menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp100 juta beserta
bunga kepada Penggugat.”

6. Eksekusi (Pelaksanaan Putusan)

Penjelasan Sederhana: Menang di atas kertas saja tidak cukup. Jika pihak yang kalah tetap
bandel dan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang bisa
meminta bantuan pengadilan untuk memaksa (menyita harta benda pihak yang kalah untuk
dilelang).

Dasar Hukum: Pasal 195 s.d Pasal 208 HIR.

Contoh: Andi tetap menolak membayar utang meskipun sudah kalah di sidang. Budi
mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pengadilan kemudian melakukan
Sita Eksekusi terhadap mobil milik Andi, melelangnya, dan memberikan uang hasil lelang
sebesar Rp100 juta kepada Budi.






